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PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLlTlK 

Nunvani Idris* 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate Minangkabau women in politics who are wdl known for 
their egalitarian characteristics and have a central position in their community. There is a great gap 
between women representation and equalq. Ingeneral, women's political representation and podtion 
in local politics are still low in West Sumatea. In fact, there is no cattsal relationship between women's 
egalitarian characteristics and their position in politics. In other words, the egalitarian charaaerWcs 
do not significantly influence votes they may have in general election, since share of votes may depend 
gmadyon electoral processes, such as recruitment systems and eleaoral polling systems; relationship 
with voters and social network with social organizations; relevant regulations providing more 
opportunities and facilitating women in their efforts to accomplish the elected post. To succeed in 
politics, they must have high interests in politics and make optimal efforts in a progressive and 
sustainable way. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mencermati perempuan Minangkabau dalam politik yang berkar&eik egaliier 
dan memiliki posisi sentral dalam komunitas. Dalam nmpakat Minangkabau, terdapat bnjangan 
yang tajam antara representasi dan kesetaman perempuan. Secara umum, k e t d l a n  pempuan 
dalarn pdi ik dan posisi politik lokal di Sumatera Barat masih rendah. Bahkan, tidak ada hub- 
kausal antara karakteristik egaliter perempuan dan posisi mereka dalam politik. brryataannya, 
karakteristik egaliter tidak berpengaruh signifikan dalam pemilihan umum. Hal ini terlihat jslas dalam 
sistem rekrutmen dan sistem pemungm suara dalam pemilu, pamuran yang menyediakan W h  
banyak kesempatan kepada perempuan dalarn upaya mereka mencapai pos terpilih. Untuk berhasil 
dalam politik, mereka harus rnemiliki minat yang tinggi dalam p d i k  dan dakukan upaya y m g  
optimal, progreoif, dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: perempuan Minangkabau, budaya politik, kepemimpinan politis 
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w k p h  urnat atau masyarakat yang ikut terlibat 
datram aktivitas politik perempuan tersebut, 
tmpat perempuan terlibat secara individu di 
dslamnya. Dalam opini Izzat, kesadaran ber- 
politik merupakan salah satu aspek penentu 
praktik pditik yang tidak dapat dikaitkan dengan 
pendidikan secara langsung, tetapi terkait 
dengan pendidikan dalam keluarga. 

Berbeda dmgan hasil penelitian sebelum- 
nya, Samita Sen (2000:3) menyatakan bahwa 
agama dalam masyarakat India dijadikan alat 
untuk menindas perempuan yang berkasta 
bawah/rendah sehingga mereka tidak dapat 
mmasuki dunia politik dan agama yang dianut 
sangat berpengaruh pada struktur institusi 
sosial politik yang menghambat kedudukan 
politik mereka. Keadaan semacam ini juga 
dirasakan atau dialami oleh rata-rata perem- 
puan di negara berkembang, termasuk di 
Indonesia, khususnya di Minangkabau. 

Peneliti lain seperti Ufomata2 mengamati 
bahwa perempuan di Afrika sangat sulit 
memasuki dunia politik karena dianggap tidak 
mempunyai kemampuan untuk menduduki 
jabatan terpilih. Selanjutnya, Ufomata menjelas- 
kan bahwa kolonialismelah yang memperburuk 
posisi perempuan karena menurutnya sebelum 
masa kolonialisme perempuan Afri ka merupa- 
kan individu yang mandiri dan mempunyai 
kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. 

Terkait dengan sejumlah kajian tersebut 
dapat dicatat beberapa hal. Pertama, kekuasa- 
an Bundo Kanduang sebagai simbol keperern- 
puanan di Minangkabau sebagai fungsi kontrol 
pemerintahan Nagari sudah jauh berkurang. 
Kedua, kekuasaan perempuan Minangkabau 
masih kuat terutarna dalam aktivitas kehidupan 
sehari-hari dan dalam adat. Ketiga, partisipasi 
perempuan dalam politik terbatas pada tingkat 
elite, hambatan yang dihadapi adalah peran 
ganda, konflik peranan sebagai ibu dan ieteri, 
definisi masyarakat, dan secara mum kolega 
laki-laki menilai perempuan tidak setara. 
Kernpat, perempuan tersisih dari publik karena 
penjajahan, mereka terkonsentrasi di ruang 
h t i k .  

Dari hasil penelitian mengenai masyarakat 
Minangkabau yang bersangkutan dengan 

perempuan dalam 
maupun luar 
kesimpulan ba 
rnengkaji hubungan 
saja dan sebagian sWi  ku bnya wngEc9ji 
hubungan politik dengan budaya. ! & W ~ ~ J S E U I  
penelitian ini terletak pada pembahasan 
hambatan-hambatan yang dihadapi kaum 
perempuan &lam politik dengan fclkus utsrna 
pada aspek-aspek budaya pal#k dan legam 
yang dihubungkan dengan faktor diri (w/f) 
perempuan itu smdiri, dan k88~jangan antfug 
konsep kesetaraan dan ketewkilan dengan 
pendekatan mikrohdistik. 

Kajian ini penting dilakukan karena bebe- 
rapa alasan. Pertama, sampai sejauh ini mih 
belum ada penelitian dengan perspektif paiku- 
logis yang dapat menjelakan tentang @no- 
mena ketidaktertarikan perempuan &lam 
kepemimpinan politik. Oleh karena itu, 8tudi 
eksploratif tentang psikolcrgi perempuan yang 
lebih didasarkan pada realitas maslyarakat 
Minangkabau sangat dibutuhkan. Kedua, di 
dalam ilmu politik pun sejauh ini Mum adzl teori 
atau pemikiran politik yang mengungkapkan 
realitas perempuan di masyarakat Minang- 
kabau. Ketiga, tradisi berpikir akademisi ilmu 
politik di kawasan Asia termasuk Indonesia, 
banyak dipengaruhi oleh dunia Barat yang tidak 1 

atau belum memasukkan ideologi gender, tidak 
memanipulasi perempuan tetapi juga tidak 
melibatkannya. Ada kecenderungan kemudian 
bahwa konstruksi berpikir tersebut tidak relevan 
jika diterapkan di Asia, termasu k Indonesia. 
Keempat, posisi perempuan terutama di dalam 
budaya Minangkabau sangat kuat sebagai 
pengontrol kekuasaan, khususnya dalam 
keluarga, kekerabatan, suku dan secara 
ekonomi-pditik memberikan kontribusi brharga 
sehingga efek kekuasaan dari perempuan ini 
dapat meluas ke dalam masyarakat. 

Bahwa perempuan Minangkabau sudah 
berperan dalam percatwan politik di Minang- 
kabau sejak lama, dapat d i f i t  dad c e r i t a d  
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dengan kompetensi, minat, kemampuan, dan 
kesadaran poliik perempuan dalam politik yang 
diiringi dengan memasuki jaringan sosial atau 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keterlibat- 
an (aktivisme) perempuan dipengaruhi oleh 
faktor struktural, budaya dan agama, agency 
(intermediate organization) dan konstitusi yang 
dirangkum dalam hambatan budaya politik dan 
agama, yang mempengaruhi diri (self) perem- 
puan itu sendiri, yang rnembentuk mind perem- 
puan itu. 

Selanjutnya, terlihat bahwa faktor diri (self) 
dipengaruhi juga oleh (a) anggapan dan sikap 
terhadap politik siapa yang menjadi pemimpin 
tidak begitu penting dan (b) ditambah lagi de- 
ngan perasaan perempuan yang menganggap 
bahwa politik itu hanya permainan kekuasaan 
yang sering diikuti dengan permainan kotor, 
politik uang, dan sebagainya, sementara laki- 
laki menganggap politik itu penting dan mem- 
percayai lembaga-fembaga politik. Sebenamya, 
semua resources untuk perempuan terjun 
dalam politik telah tersedia dengan cukup, 
tetapi perempuan Minangkabau masih ter- 
pengaruh oleh pemikiran bahwa politik itu 
bukan dunia mereka, bagi mereka siapa yang 
memimpin tidak begitu penting, asalkan hidup 
dalam harmoni. 

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM 
POLlTlK DAN USAHA MENGATASI 
HAMBATAN DALAM MENDAPATKAN 
KEPEMIMPINAN POLlTlK 

Kepemimpinan politik perempuan di 
Minangkabau terdapat dalam keluarga, kaum, 
dan kekerabatan. Walaupun demikian, 
kedudukannya sangat sentral karena ia garis 
penentu dan pengontrol kekuasaan yang 
pengaruhnya sangat besar. Namun, sampai 
sekarang klasifikasi ilmu pengetahuan tidak 
memasukkan keluarga, sebagai unit sosial 
terkecil ke dalam kajian ilmu politik sehingga 
jarang sekali ditemukan buku-buku mengenai 
prinsip ilmu politik yang membahas keluarga 
dalam sub bagian tersendiri. Dalam kekuasaan 
perempuan Minangkabau terlihat bahwa 
kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat 

publiWrormalAmpersonal, tetapi the petsonal is 
political. 

Hal ini mengartikulasikan bahwa sebuah 
kebutuhan untuk menyadad bahwa apa yang 
te jadi pada setiap kehidupan pribadi secara 
langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
apa yang terjadi dalam lingkungan publik. 
Kemudian, yang dibutuhkan adalah melihat 
bahwa kehidupan personal dari warga negara 
merupakan bagian dari dunia publk. Ungkapan 
Jocelyn A. Scuut (dalam Handayani dan 
Novianto, 2004:205-206) ini dengan jelas 
mengatakan bahwa sumber kekuasaan itu 
justru bukan semata-mata terletak di dunia 
publik, melainkan antara dunia personal dan 
publik saling mempengaruhi sehingga kekuatan 
privat atau personal pada gilirannya dapat 
merembes ke dunia publik, dari keluarga ke 
negara. 

Pengaruh kehidupan keluarga, baik yang 
langsung maupun yang tidak langsung, yang 
merupakan struktur sosial pertarna yang dialami 
seseorang sangat kuat dan kekal. Keluarga 
juga membentuk sikap politik masa depan 
dengan menempatkan individu dalam dunia 
kemasyarakatan yang luas; mernbentuk ikatan- 
ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosial- 
nya; rnemperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural 
dan pendidikannya; dan mengarahkan aspirasi 
pekerjaan dan ekonomiknya. Keluarga 
demokratis akan menghasilkan pribadi elite 
demokratis yang dapat mengembangkan 
masyarakat madani untuk mencapai negara 
sejahtera. 

Kemauan politik perempuan sangat erat 
hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena 
keluarga merupakan tempat sosialisasi politik 
dan wilayah umat atau myarakat yang ikut 
terlibat dalam aktivitas politik perempuan 
tersebut, tempat perempuan terlibat secara 
individu di dalamnya. 

Di Minangkabau siapa pun yang bwkuasa 
tidak menjadi persoatan. Nil& matriarkat yang 
dianut adalah kepentingan perdamaian dm 
keharmonisan dan kesejateraan sosial bagi 
semua. 
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Dari perspektif konseptual tindakan yang 
diorientasikan pada pemahaman timbal balik, 
secara interpretif kandungan kultural yang 
diwarisi dari masa lalu juga mempengaruhi 
tindakan seperti yang terjadi pada perempuan 
Minangkabau dalam tindakan untuk mencalon- 
kan diri dipengaruhi oleh determinasi kultural- 
nya: "alur dan patut, budi dan sangko" yang 
didasarkan pada falsafah alam takambang jadi 
guru, dan adat bersendi syarak, syarak ber- 
sendi kitabullah. Berhasil atau tidaknya ke- 
inginan tersebut terhambat oleh sistem peie- 
krutan dalam sistem pemilihan umum sebagai 
faktor situasional. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan lima 
hal. Pertama, usaha perempuan dalam men- 
dapatkan kedudukan politik baru berupa perso- 
nal effod belum berupa gerakan sosial (social 
e&Ht), yakni usaha perempuan yang terorgani- 
sasi dan progressif, kekuatan bersama, dengan 
tindakan nyata atau affirmative action. Kedua, 
usaha perempuan ini pun belum ditunjang 
dengan aturan hukum yang eksplisit atau Equal 
Status Act, dan dengan Equal Status Ombud 
seperti di Norwegia, yang telah diuraikan di 
muka, yang membantu mengatasi ketidak- 
seimbangan keterwakilan di mana laki-laki 
cenderung berkelompok dalam bidang berat 
seperti; ekonomi, pertanian, komunikasi, tekno- 
logi dan pertahanan, sedangkan perempuan 
dalam bidang-bidang lunak seperti kesehatan 
dan peramtan, yang dicantumkan dalam Local 
Government Act. Ketiga, tidak adanya atau 
belum berfung sinya intermediate organization 
sebagai political conducting atau the links 
between women network and organizations 
yang dapat membantu perempuan untuk me- 
masuki dunia politik, seperti lembaga pember- 
dayaan perempuan bkal, nasional atau yang 
ada dalam partai politik. Keempat, keputusan 
mengambil tindakan politik masih dipengaruhi 
okh keyakinan: tujuan berpolitik, sikap terhadap 
mtik; nilai alur dan patut, budi dan sangko yang 
dianut. Kelima, rangsangan sosial yang dapat 
mggerakkan impulse, tidak tersedia dengan 
cukup, seperti kecilnya peluang yang tersedia 
untuk memasuki politik. 

Berdasarkan pengalaman para tokoh 
dalam pencalonan anggota legislatif pada 
Pemilu 2004, usaha untuk mendapatkan 
kedudukan kepemimpinan politik adalah mndah 
dan masih merupakan personal effont. Miner 
(dalam Handayani dan Novianto, 2004:177) 
menemukan bahwa motivasi perempuan untuk 
memimpin dapat berubah menjadi kemampuan 
setelah adanya pelatihan dan pengalaman 
dalam cara yang sama seperti yang dilakukan 
laki-laki. Hasil yang sama dilaporkan oleh 
Morrison dan Sebald (dalam Handayani dan 
Novianto, 2004:177) bahwa eksekutif perem- 
puan mirip dengan eksekutif laki-laki dalam ha1 
penghargaan diri, motivasi, dan kemampuan 
mental. Jadi, motivasi perempuan untuk menjadi 
pemimpin dapat berubah setelah adanya 
pelatihan dan pengalaman dalam cara yang 
sama dengan laki-laki untuk meningkatkan 
kemampuan politik dan kesadaran dalam 
politik. 

Jika dibandingkan dengan negara yang 
perempuannya menduduki posisi tinggi dalam 
parlemen, seperti Rwanda dan Skandinavia, 
sangat banyak perbedaan dalam apa yang 
belum dilakukan dan tidak terdapat di Minang- 
kabau, antara lain (a) minat yang tinggi; (b) 
perempuannya mengorganisasi diri secara 
bersama-sama dan be rjuang secara maksimal 
dan progresif bahkan radikal, seperti yang 
dilakukan oleh perempuan Skandinavia bebe 
rapa tahun yang lalu dengan mendemonstrasi 
kandidat laki-laki sehingga sebagian mereka 
mundur; (c) di samping usaha mereka yang 
terorganisasi dan progresif, juga didukung oleh 
aturan-aturan (LocalAct) yang disertai dengan 
affirmative action, seperti menekan partai 
politik yang tidak mengindahkan aturan-aturan 
pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria 
yang telah ditetapkan akan diberi sanksi dan 
seperti di Skandinavia partai politik mencalon- 
kan perempuan dengan slang-seling dengan 
calon laki-laki sehingga dapat dipastikan 
perempuan akan terpilih, begitu juga di 
Rwanda, partai pdRk ham memnuhi minimal 
30% perempuan di seiuruh tingkat pemerin- 
tahan lokal; dan (d) di Rwanda ada Legal and 
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p m  berpartisipasi dalam ke-kuasaan karena 
la irigin mengubah suatu tindakan yang selama 
tni dapat menjauhkan manusia dari sikap yang 
wka mendominasi orang lain, menuju suatu 
tindakan yang peduli dan mau beke rja sama 
dalam kehiiupan bermasyarakat. Dalam bentuk 
yang paling dasamya, laki-laki dan perempuan 
adalah setara, sebagaimana dalam Kitab 
Kejadian disebutkan bahwa "laki-la ki dan 
perempuan diciptakan-Nya sebagai 'memka'" 
(LOSCO, 2005: 406-407). 

Penguasa harus selalu ingat hubungannya 
dengan Allah dan hubungannya dengan 
makhluk Allah. Dalam hubungan dengan Allah, 
ia harus mengikuti teladan Nabi dan tidak 
pemah melakukan bid'ah. Dalam hubungan 
dengan makhluk Allah, ia harus berlaku adil. 
Jelaslah bahwa perhatian utama dari Tajus- 
Salertin adalah membangun dan menjamin 
keadaan yang adil. 

4-Quran mewajibkan: 'Dan orang-orang 
yang beriman, laki-laki dan perempuan, 
sebagian mereka (adalah) menjadi penolong 
h g i  sebagian yang lain. Memka menyuruh 
(mengejakan) yang ma'nrf, mencegah dari 
yang munkar, mendinkan sholat, menunaikan 
zakat dan memka yang ta'at kepada Affah dan 
Rasulnya. Mereka itu akan diben rahmat deh 
Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa 
Lagi Maha Bijaksana" (QS At-Taubah [9]:71) 
(Departemen Agama RI, 2000). Allah Swt. 
menerangkan dalam ayat ini bahwa kewajiban 
amar ma'nrf (memerintahkan kebaikan) dan 
nahimunkar (mencegah kemungkaran) dalam 
artian seluas-luasnya berlaku untuk laki-laki 
dan perempuan. 

Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi 
yang sama sebagai khalifah yang akan 
mempertanggungjawabkan tugas-tugas 
kekhalifahannya di muka bumi. Mereka harus 
bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan di 
akhirat nanti (Departemen Agama RI, 2000; 
Musdah dan Anik, 2005:70-75. Ayat ini dapat 
dimaknai sebagai sebuah partisipasi dalam 
piass rnenuju kehidupan demokrasi di Indone- 
sia dan juga menunaikan tugas suci dari Mah 
sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini, 

temsuk perernpuan bagi yang berkemampuan 
diwajibkan menyumbangkan tenaga dan 
pemikirannya dalam bidang poiitik. 

Dalam ha1 ini, peran politik perempuan 
Minangkabau juga tidak terlepas dari hak asasi 
manusia, yakni merupakan Hak Asasi Perem- 
puan. Hak Asasi Perempuan merupakan hasil 
dari suatu proses yang melelahkan dad para 
aktivis pemmpwn (gerakan feminism) di hhun 
1980an dan 1900-an, namun dabm catatan 
sejarah, pengakuan atas dektarasi universal 
HAM temyata tidak dengan sendirinya men- 
jadikan penghormatan dan pertindungan HAM 
kaum perempuan. Menurut Fakih, kondisl ini 
tak lepas dad adanya tradisi, stereotip sosial, 
gabungan interes sosid, politik dan ekonomi 
yang membatasi kaum perempuan dan me- 
ngudlkan mereka dari golongan umum wbagai 
manusia (dalam Said,2005:73-74) serta 
pemarjinalan yang terjadi berabad-abad di 
Minangkabau. 

Karena konsep hak asasi ini adalah konsep 
yang universal merupakan penitikberatan 
terhadap nilai dan prinsip yang dicapai oleh 
pemikiran Eropa dan materialisme dalam 
perkembangan sejarah. Di samping itu, ksnsep 
itu juga merupakan sebuah paradigma yang 
diupayakan oleh Barat untuk dipasarkan 
kepada. bangsa-bangsa dunia yang binnya 
yang sering dipergunakan untuk memperdeh 
kekuasaan bagi bangsanya dan mengeruk 
kepentingan negaranya sendiri, serta untldc 
menjadikan konsep pemikiran tersebut menjadi 
sesuatu yang mendunia. Bahkan, kerapkali 
mereka juga mempe juangkannya mialui jalur 
politik sebagaimana yang terjadi dalam 
hubungan intemasional, dan psmbelaan ter- 
hadap hak asasi untuk sebagian kaum 
minoritas dengan tujuan untuk mengguncang- 
kan dan memukuf sistem poiitik yang ber- 
tentangan dan keluar dari "aturan interna- 
sional" dan "sisbm dun& W. 

Franz-MagnZs Scwano (2005:235-236) jjuga 
menyatakan t>ahwa m a n g  banyak kritik 
terhadap kons~tp (paham) hak asasi manuasia 
yang salah arah, alrh karena paham itu 
diterapkan dengan batasan yang kaku, yang 
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, di =kt pihak agama hams peka 
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teqadi dewasa ini. Di lain pihak, mereka 
mengatasi momlitas pribadi, dan ikut 

ankung prinsip etika politik kamna prinaip 

martabatnya, dan dijadikan sebagai 

n ddam umsan pub&. 
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ndaskan moral agama. 
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pembentukan din' (self) sebagai alat untuk 
mempersiapkan diri dalam mendapatkan ke- 
dudukan kepemimpinan politik dalam meme- 
nangkan pemilihan dan mengaktualisasikan 
diri, yakni aktualisasi yang transenden, yang 
berlandaskan moral agama. 

Pemberdayaan perempuan rnasih merupa- 
kan proses yang kompleks, sikap yang men- 
dukung kepemimpinan perempuan sendiri juga 
tidak cukup untuk menghasilkan terobosan 
yang efektif dalam hambatan-hambatan 
struktural dan institusional yang terdapat dalam 
budaya pdltik. Perubahan keyakinan tradisional 
yang sudah berakar tentang sikap dan 
pandqan perempuan Minangkabau terhadap 
W k ;  pembagian peranan privat dan publik 
yang sesuai yang terdapat dalam masyarakat 
Mhngkabau dan di banyak negara sedang 
brkembang; khususnya Indonesia, dan 

-negara di Asia Tenggara pada umum- 
Mak diharapkan te rjadi. 
Meskipun demikian, perubahan kultural 

masyarakat-masyarakat industri maju 
mghasilkan suatu iklim opini lingkungan yang 
secara potensial lebih dapat menerima 
reforrnasi kebijakan yang efektif yang dirancang 
untuk membawa lebih banyak perempuan 
mmduduki jabatan, sebagaimna penggunaan 
&rategi tindakan penegasan atau diskriminasi 
poaitif seperti kuota yang jelas dan pasti bagi 

mpuan, memainkan peranan yang sangat 
penting dalam membantu meningkatkan 
partisipad perempuan, seperti tindakan positif 
(Mirmative action) yang mengharuskan 
propmi tertentu untuk calon-calon perempuan. 
Pwbahan kultural yang disejalankan dengan 
ref- institusional, seperti peraturan daerah 
cukup, menjanjikan bahwa dapat diharapkan 
&pat mempercepat usaha peningkatan pem- 
berdayaan perempuan dalam kepemirnpinan 
polik. 

Dilihat dari kaca mata feminis memang 
poislsi perempuan Minangkabau yang rendah 
dalijm kepemimpinan politik menrgikan perem- 
puan, namun bagi perempuan Minangkabau 
ktak persoalannya bukanlah di situ, banyak 

perempuan yang berhasil menjadi pmimph, 
bahkan menjadi presiden blum tentu dapdt 
rnenaikkan posisi pempuan dalam kedudukan 
kepemimpinan politik atau dapat mengumngi 
ketidakadilan yang dialami perempuan selama 
ini. Tentu saja, tutisan ini tidak mengatakan 
bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah 
publik dan usaha atau gerakan untuk men- 
dapatkan kedudukan kepemimpinan itu tidak 
perlu, namun setiap langkah yang akan diambil 
harus didasarkan pada pemahaman baru 
tersebut di atas yang sesuai dengan prinsip 
atau falsafah yang dianut. 

SIMPULAN 
Minat dan motivasi politik yang rendah 

menyebabkan kesadaran terhadap pentingnya 
perempuan menduduki kepemimpinan politik 
juga rendah. Studi ini menunjukkan bahw 
sikap-sikap egaliter terhadap perempuan yang 
menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan 
umum dan nilai-nilai egaiiter secara signifikan 
tidak terkait dengan perolehan suara yang 
didapat oleh perempuan yang mernungkinkan 
mereka mendapatkan kedudukan kepe- 
mimpinan politik. 

Peluarig untuk mendapatkan kedudukan 
kepemimpinan politik bagi perempuan Minang- 
kabau masih sangat kecil; tidak ditunjarrg oieh 
peraturan perundang-undangan yang gksplisit 
dan affirmative action dari pemerintah lokal 
maupun pemerintah pusat. Usaha untuk 
menembus hambatan ekstemal yang begitu 
kompleks belum maksimal, masih sebatas 
personal effort, belum social effort. Peluang 
tersebut akan menjadi lebih has, jika perem- 
puan rnau be rjuang lebih pragW karena untuk 
mendapatkan segala sesuatunya (tcarma~ark 
kedudukan politik) sekamng ini h a m  difaih 
(taken), tidak ada lagi yang pamberhn (@en). 
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